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ABSTRACT

This study develops a conceptual framework for participatory decision-making within
democratic school models. Using a qualitative literature review methodology, the research
synthesizes existing knowledge on three key components: managing deliberative forums that
provide space for in-depth dialogue among stakeholders, designing voting mechanisms for
specific policies that require clear decision-making procedures, and establishing authority
boundaries that maintain organizational effectiveness. The findings indicate that effective
participatory decision-making requires an integrated system supported by clear
organizational structures, competent facilitation, appropriate use of voting mechanisms, and
well-defined boundaries of authority. School leadership commitment to sharing authority,
capacity building for all stakeholders, and sustainability through documentation and
succession planning emerge as critical success factors. The balance between inclusivity and
effectiveness is not a fixed point but a dynamic equilibrium that requires continuous
evaluation and improvement. The study contributes a structured framework that can guide
educational institutions in designing decision-making processes that are both inclusive and
efficient. Schools that successfully implement participatory decision-making will produce
higher quality decisions while developing the democratic capacities of all community
members.

Keywords: Participatory Decision-Making, Democratic Schools, Deliberative Forums,
Stakeholder Participation, Organizational Effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual untuk pengambilan keputusan
partisipatif dalam model sekolah demokratis. Dengan menggunakan metodologi tinjauan
pustaka kualitatif, penelitian ini mensintesis pengetahuan yang ada mengenai tiga
komponen utama: pengelolaan forum musyawarah yang menyediakan ruang bagi dialog
mendalam di antara para pemangku kepentingan, perancangan mekanisme pemungutan
suara untuk kebijakan tertentu yang memerlukan prosedur pengambilan keputusan yang
jelas, serta penetapan batas-batas kewenangan yang menjaga efektivitas organisasi. Temuan
menunjukkan bahwa pengambilan keputusan partisipatif yang efektif memerlukan sistem
terintegrasi yang didukung oleh struktur organisasi yang jelas, fasilitasi yang kompeten,
penggunaan mekanisme pemungutan suara yang tepat, serta batas-batas wewenang yang
terdefinisi dengan baik. Komitmen kepemimpinan sekolah dalam berbagi wewenang,
pengembangan kapasitas bagi semua pemangku kepentingan, serta keberlanjutan melalui
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dokumentasi dan perencanaan suksesi muncul sebagai faktor keberhasilan yang kritis.
Keseimbangan antara inklusivitas dan efektivitas bukanlah titik tetap, melainkan
keseimbangan dinamis yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Studi ini
menyumbangkan kerangka kerja terstruktur yang dapat memandu lembaga pendidikan
dalam merancang proses pengambilan keputusan yang inklusif dan efisien. Sekolah yang
berhasil menerapkan pengambilan keputusan partisipatif akan menghasilkan keputusan
berkualitas lebih tinggi sekaligus mengembangkan kapasitas demokratis seluruh anggota
komunitas.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan Partisipatif, Sekolah Demokratis, Forum Deliberatif,
Partisipasi Pemangku Kepentingan, Efektivitas Organisasi

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan dalam institusi pendidikan selama ini didominasi
oleh struktur hierarkis yang menempatkan kepala sekolah sebagai pemegang
otoritas tertinggi. Model ini mengakar dari tradisi manajemen birokratis yang
mengutamakan efisiensi dan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan. Efektivitas
sebuah organisasi memang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor utama yang
saling mendukung dalam sistem manajemen (Darmawan, 2024). Namun
pendekatan ini semakin mendapat tantangan seiring dengan perubahan pandangan
tentang hakikat pendidikan yang seharusnya menjadi wahana bagi pengembangan
kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif. Penggunaan metode pembelajaran
yang tepat di era digital juga turut mendorong siswa untuk lebih berani dalam
berpikir kritis dan mandiri (Darmawan et al., 2024). Sekolah sebagai komunitas
belajar seharusnya menjadi tempat di mana setiap anggota memiliki kesempatan
untuk menyuarakan pandangan dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan
yang mempengaruhi kehidupan bersama. Siswa yang selama ini diposisikan
sebagai objek kebijakan, sesungguhnya memiliki perspektif unik tentang
pengalaman belajar yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Guru yang setiap hari
berhadapan dengan dinamika kelas memahami tantangan nyata yang tidak selalu
terlihat oleh pimpinan sekolah (Stein, 2020). Orang tua memiliki kepentingan
langsung terhadap kualitas layanan yang diterima anak mereka. Staf administrasi
mengetahui seluk-beluk operasional yang sering kali luput dari perhatian.
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bukan
sekadar tuntutan demokrasi, melainkan kebutuhan untuk menghasilkan keputusan
yang lebih berkualitas dan implementasinya lebih lancar.

Model sekolah demokratis yang mengedepankan partisipasi setara seluruh
anggota komunitas telah diterapkan di berbagai negara dengan beragam bentuk
dan tingkat keberhasilan (o’g’li, 2023). Budaya yang berkembang di lingkungan
sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku
seluruh warga sekolah (Wanti & Darmawan, 2024). Pendekatan ini meyakini bahwa
kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan
keterampilan hidup yang perlu dilatih sejak dini. Sekolah bukan hanya tempat
belajar tentang matematika dan bahasa, tetapi juga tempat belajar tentang
bagaimana hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Ketika siswa
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dilibatkan dalam merumuskan aturan kelas, mereka belajar tentang negosiasi,
kompromi, dan tanggung jawab kolektif. Proses interaksi sosial yang sehat di
sekolah sangat membantu perkembangan emosional dan karakter anak dalam
lingkungan masyarakat (Gani, 2025). Ketika guru dilibatkan dalam penyusunan
kebijakan sekolah, mereka merasa dihargai sebagai profesional yang memiliki
pengetahuan berharga. Ketika orang tua dilibatkan dalam perencanaan program,
program yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Namun penerapan model demokratis di sekolah tidaklah sederhana. Struktur yang
ada selama ini terbentuk dalam waktu yang panjang dan mengakar dalam budaya
organisasi. Mengubahnya memerlukan kesabaran, perencanaan yang matang, dan
kesediaan untuk berbagi kewenangan yang sebelumnya terpusat. Sekolah perlu
menemukan keseimbangan antara partisipasi yang luas dengan efektivitas
pengambilan keputusan yang tetap terjaga.

Forum deliberatif menjadi instrumen penting dalam model pengambilan
keputusan partisipatif yang memberikan ruang bagi dialog yang mendalam antar
pemangku kepentingan (Garard et al., 2018). Berbeda dengan voting yang
mengandalkan hitungan suara, forum deliberatif menekankan pada proses tukar
pikiran yang bertujuan mencapai pemahaman bersama. Setiap keputusan yang
diambil harus tetap mengacu pada prinsip etika agar hubungan dengan pihak luar
tetap terjaga dengan baik (Mardikaningsih & Darmawan, 2022). Peserta forum
didorong untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh perspektif yang berbeda,
mengajukan argumentasi yang rasional, dan mencari titik temu yang dapat diterima
semua pihak. Proses ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang tidak
dimiliki secara alami oleh setiap orang. Siswa perlu belajar bagaimana
menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan didasarkan pada alasan
yang kuat. Guru perlu mengembangkan kemampuan memfasilitasi diskusi tanpa
mendominasi arah pembicaraan. Pimpinan sekolah perlu menyesuaikan gaya
kepemimpinan mereka dengan situasi yang ada agar setiap keputusan yang diambil
tepat sasaran (Darmawan, 2024). Orang tua perlu memahami bahwa kepentingan
kolektif terkadang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Forum yang
difasilitasi dengan baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas
karena mempertimbangkan berbagai perspektif secara mendalam. Namun tanpa
fasilitasi yang memadai, forum deliberatif dapat berubah menjadi ajang adu
argumentasi yang justru memperdalam perbedaan. Sekolah yang menerapkan
model ini perlu mengalokasikan sumber daya untuk melatih fasilitator dan
memastikan bahwa semua suara didengar secara setara.

Sistem voting untuk kebijakan tertentu menjadi pelengkap forum deliberatif
dalam model pengambilan keputusan partisipatif (Witting et al., 2023). Voting
memberikan mekanisme yang jelas dan efisien untuk memutuskan ketika
konsensus sulit dicapai. Dukungan teknologi dan sistem informasi yang baik akan
sangat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan hasil keputusan
yang diambil (da Silva & Darmawan, 2023). Namun penerapan voting di sekolah
memerlukan perancangan yang cermat tentang jenis kebijakan apa yang layak
diputuskan melalui voting dan siapa saja yang memiliki hak suara. Kebijakan yang
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bersifat strategis seperti visi sekolah atau alokasi anggaran besar sebaiknya tetap
melalui proses deliberatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kebijakan yang bersifat operasional seperti jadwal kegiatan atau pemilihan ketua
kelas dapat menggunakan mekanisme voting yang lebih sederhana. Penentuan
siapa yang memiliki hak suara juga perlu mempertimbangkan prinsip bahwa
mereka yang terkena dampak kebijakan seharusnya memiliki kesempatan untuk
memberikan suara. Pendidikan memegang peranan kunci dalam mengubah nasib
anak-anak, terutama di lingkungan perkotaan (Hartono & Sulistyo, 2022). Siswa
tentu memiliki hak suara dalam kebijakan yang langsung mempengaruhi
keseharian mereka di sekolah. Namun dalam kebijakan tertentu, batasan usia atau
kematangan perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang
diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sistem voting yang
dirancang dengan baik dapat menjadi sarana pembelajaran tentang proses
demokrasi yang nyata, bukan sekadar teori yang dipelajari dari buku. Sekolah perlu
mengembangkan tata aturan yang jelas tentang kapan dan bagaimana voting
dilakukan.

Pembatasan wewenang menjadi elemen krusial dalam model pengambilan
keputusan partisipatif untuk memastikan bahwa efektivitas organisasi tetap terjaga.
Partisipasi yang tanpa batas dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan
menjadi sangat lambat karena setiap isu kecil harus melalui mekanisme yang
panjang (Singh, 2022). Tidak semua keputusan perlu melibatkan seluruh pemangku
kepentingan. Pemanfaatan data yang akurat sangat diperlukan oleh sumber daya
manusia agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cerdas dan efektif
(Khairi & Darmawan, 2022). Keputusan yang bersifat teknis dan memerlukan
keahlian khusus sebaiknya didelegasikan kepada pihak yang memiliki kompetensi
yang relevan. Keputusan yang memerlukan kecepatan dalam situasi darurat
membutuhkan mekanisme yang lebih terpusat. Sekolah perlu memetakan jenis
keputusan berdasarkan tingkat dampak dan kompleksitasnya. Keputusan dengan
dampak besar dan kompleksitas tinggi sebaiknya melalui proses partisipatif yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, perkembangan teknologi
digital saat ini memberikan pengaruh besar terhadap kemandirian dan kebebasan
individu dalam masyarakat (Rojak & Gardi, 2022). Keputusan dengan dampak
terbatas dapat didelegasikan kepada unit atau individu yang bertanggung jawab.
Pembatasan wewenang juga perlu dirumuskan secara transparan agar semua pihak
memahami ruang lingkup kewenangan masing-masing. Ketika batas-batas ini jelas,
partisipasi dapat berjalan tanpa menimbulkan kebingungan tentang siapa yang
berwenang memutuskan apa. Sekolah yang berhasil menyeimbangkan antara
partisipasi dan efektivitas akan memiliki proses pengambilan keputusan yang
inklusif sekaligus efisien.

Permasalahan utama dalam penerapan model pengambilan keputusan
partisipatif di sekolah adalah ketiadaan struktur dan mekanisme yang dirancang
secara sistematis. Banyak sekolah yang ingin menerapkan pendekatan partisipatif
tetapi tidak memiliki kerangka yang jelas tentang bagaimana melakukannya.
Keinginan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan sering kali tidak
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diikuti dengan perancangan forum, prosedur, dan aturan yang memadai.
Fenomena media sosial saat ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga
keaslian hubungan agar komunikasi tetap berjalan jujur dan bermakna (Hariani &
Mardikaningsih, 2022). Akibatnya, partisipasi yang terjadi bersifat sporadis dan
tidak konsisten. Dalam beberapa situasi, sekolah mengadakan musyawarah yang
melibatkan banyak pihak, tetapi dalam situasi lain keputusan diambil secara
sepihak tanpa melibatkan siapa pun. Tidak adanya kejelasan tentang jenis
keputusan apa yang memerlukan proses partisipatif menyebabkan kebingungan di
antara seluruh warga sekolah. Siswa tidak tahu kapan mereka berhak untuk
dilibatkan. Guru tidak memahami batasan kewenangan mereka dalam mengambil
keputusan. Orang tua tidak memiliki kepastian tentang saluran yang tersedia untuk
menyampaikan aspirasi. Struktur yang tidak jelas juga memudahkan terjadinya
manipulasi proses partisipasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketika tidak
ada aturan yang disepakati bersama, pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar
cenderung mendominasi jalannya diskusi. Sekolah yang ingin menerapkan model
partisipatif perlu memulai dengan merancang struktur dan mekanisme yang jelas
sebelum melibatkan warga sekolah dalam proses yang sebenarnya.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kesenjangan antara idealisme
partisipasi dengan realitas kebutuhan akan efektivitas pengambilan keputusan.
Partisipasi yang luas memerlukan waktu yang tidak sedikit, sementara sekolah
sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat.
Proses musyawarah yang melibatkan puluhan bahkan ratusan orang memerlukan
waktu yang panjang untuk mencapai kesepakatan. Di sisi lain, pelaksanaan
kegiatan sekolah tidak dapat menunggu terlalu lama. Ketegangan antara
inklusivitas dan kecepatan menjadi dilema yang sulit dipecahkan. Sekolah yang
terlalu mengutamakan partisipasi berisiko kehilangan momentum karena proses
yang berlarut-larut. Sekolah yang terlalu mengutamakan kecepatan berisiko
mengabaikan suara-suara penting yang seharusnya didengar. Kesenjangan juga
terjadi antara mereka yang memiliki keterampilan partisipasi dengan mereka yang
tidak. Siswa yang terbiasa didengarkan di rumah akan lebih percaya diri
menyampaikan pendapat dibandingkan dengan siswa yang terbiasa hanya
menerima arahan. Guru yang terlatih dalam fasilitasi akan lebih mampu
berkontribusi dibandingkan guru yang terbiasa dengan pendekatan instruksional.
Orang tua dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih memahami
seluk-beluk kebijakan sekolah dibandingkan dengan orang tua yang kurang
berpendidikan. Tanpa upaya yang disengaja untuk menjembatani kesenjangan ini,
partisipasi yang terjadi justru akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Kebanyakan sekolah saat ini menghadapi tekanan untuk menjadi lebih
responsif terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Tuntutan
transparansi dan akuntabilitas semakin menguat dari berbagai pihak. Siswa, guru,
dan orang tua tidak lagi puas dengan model pengambilan keputusan yang tertutup
dan terpusat. Mereka menuntut ruang untuk didengar dan dilibatkan. Namun
tanpa kerangka kerja yang jelas, upaya untuk memenuhi tuntutan ini dapat berakhir
dengan kekecewaan di semua pihak. Partisipasi yang tidak dikelola dengan baik
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justru dapat menimbulkan konflik yang lebih dalam daripada jika tidak ada
partisipasi sama sekali. Kondisi ini disebabkan karena proses pelibatan berbagai
pihak dalam menentukan arah kebijakan sering kali membawa tantangan
tersendiri, di mana batas antara transparansi dan risiko konflik internal menjadi
sangat tipis jika tidak diatur secara bijaksana (Hariani & Mardikaningsih, 2018).
Penelitian ini penting untuk menyediakan landasan konseptual yang dapat menjadi
acuan bagi sekolah dalam merancang struktur dan mekanisme pengambilan
keputusan yang partisipatif. Kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen
pendidikan juga menjadi pertimbangan mengingat masih terbatasnya literatur yang
membahas secara komprehensif tentang model sekolah demokratis dalam
manajemen. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menyeimbangkan
partisipasi dan efektivitas akan membantu sekolah membangun budaya organisasi
yang lebih demokratis tanpa mengorbankan kinerja institusional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual
pengambilan keputusan partisipatif di sekolah yang mencakup tiga pilar utama
yaitu pengelolaan forum deliberatif sebagai wadah dialog mendalam antar
pemangku kepentingan, perancangan sistem voting untuk kebijakan yang
memerlukan mekanisme pemilihan yang jelas, serta penetapan pembatasan
wewenang yang menjaga efektivitas organisasi. Kerangka yang dihasilkan
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi institusi pendidikan dalam merancang
struktur dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif sekaligus efisien.
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu manajemen pendidikan
dengan menghubungkan konsep demokrasi deliberatif dengan praktik pengelolaan
institusi pendidikan. Kontribusi praktisnya berupa panduan bagi pengelola sekolah
dalam menyeimbangkan tuntutan partisipasi dengan kebutuhan akan efektivitas
pengambilan keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
pustaka yang bertujuan menghasilkan sintesis pengetahuan tentang pengambilan
keputusan partisipatif dalam model sekolah demokratis. Pemilihan desain ini
didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber
yang tersebar di bidang manajemen pendidikan, teori organisasi, dan studi
demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Privitera dan Ahlgrim-Delzell (2018),
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti
untuk membangun pemahaman yang utuh tentang suatu topik melalui eksplorasi
berbagai perspektif yang telah ada. Prosedur penelitian ini mengadaptasi prinsip-
prinsip yang dikemukakan oleh Darmawan et al. (2020) tentang pentingnya
memahami dinamika organisasi dalam menganalisis fenomena manajemen.
Khasanah et al. (2010) menegaskan bahwa dalam penelitian manajemen,
pemahaman tentang struktur dan proses organisasi menjadi fondasi yang tidak
dapat diabaikan. Akmal et al. (2015) juga mengingatkan bahwa pendekatan dalam
manajemen pendidikan harus mempertimbangkan karakteristik institusi
pendidikan yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan organisasi
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lain. Gupta dan Gupta (2022) menjelaskan bahwa metodologi penelitian yang
sistematis sangat diperlukan untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan.
Scheurich (2014) menekankan pentingnya refleksi kritis dalam proses penelitian
kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
analisis isi yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama dari berbagai sumber
yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan
kompleksitas yang terkandung dalam setiap sumber yang dianalisis. Validitas
temuan dijaga melalui triangulasi sumber yang memastikan bahwa setiap konsep
kunci didukung oleh minimal tiga referensi yang independen. Proses sintesis
dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk
menemukan pola yang konsisten serta mengidentifikasi area yang masih
memerlukan pengembangan lebih lanjut. Penelusuran literatur dilakukan dengan
memanfaatkan basis data akademik terpercaya menggunakan kata kunci yang
relevan dengan pengambilan keputusan partisipatif, sekolah demokratis, forum
deliberatif, dan manajemen partisipasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian
menghasilkan kerangka konseptual yang tidak hanya komprehensif tetapi juga
dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Analisis yang dilakukan secara
cermat terhadap berbagai sumber yang telah teridentifikasi memungkinkan peneliti
untuk mengembangkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana model
pengambilan keputusan partisipatif dapat diterapkan dalam pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan keputusan partisipatif dalam model sekolah demokratis
dimulai dengan perancangan struktur organisasi yang secara eksplisit mengakui
keberadaan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari sistem
pengambilan keputusan (Anderson & McCabe, 2018). Struktur ini perlu
membedakan antara dewan kebijakan yang menangani isu strategis dengan forum-
forum tematik yang membahas isu yang lebih spesifik. Dewan kebijakan dapat
terdiri atas perwakilan siswa, guru, orang tua, staf, dan pimpinan sekolah dengan
komposisi yang seimbang. Forum tematik dapat dibentuk untuk bidang-bidang
tertentu seperti pengembangan kurikulum, sarana prasarana, atau kegiatan
ekstrakurikuler. Kejelasan tentang forum mana yang berwenang memutuskan apa
menjadi faktor penentu efektivitas sistem secara keseluruhan. Struktur yang
dirancang dengan baik akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih
kewenangan atau kekosongan tanggung jawab. Setiap forum perlu memiliki
pedoman tentang frekuensi pertemuan, mekanisme pengambilan keputusan, dan
hubungan dengan forum lainnya. Struktur organisasi ini perlu dikomunikasikan
secara luas kepada seluruh warga sekolah agar semua orang memahami jalur yang
tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Sekolah yang memiliki struktur yang jelas
akan lebih mudah mengelola proses partisipasi dibandingkan dengan sekolah yang
mengandalkan mekanisme ad hoc yang berubah-ubah. Struktur yang stabil juga
memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan tentang bagaimana
mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.
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Forum deliberatif yang efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah
memerlukan kehadiran fasilitasi yang kompeten dan terlatih untuk memastikan
bahwa proses diskusi berjalan secara produktif serta semua suara dari peserta yang
hadir dapat didengar secara setara tanpa dominasi oleh pihak tertentu. Fasilitator
yang ditunjuk oleh kepala sekolah perlu menjalani pelatihan khusus untuk
mengelola dinamika kelompok yang kompleks, termasuk kemampuan untuk
mengidentifikasi dan mencegah terjadinya dominasi pembicaraan oleh individu
atau kelompok tertentu, serta kemampuan untuk membantu peserta yang mungkin
kesulitan merumuskan pemikiran mereka agar dapat menyampaikan pendapat
dengan jelas dan terstruktur (Kao, 2015). Fasilitator juga memiliki tugas penting
untuk menjaga agar diskusi tetap berada pada fokus topik yang sedang dibahas dan
tidak melebar ke isu isu yang tidak relevan dengan agenda forum, sehingga waktu
yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan deliberasi.
Dalam forum yang melibatkan partisipasi siswa, fasilitator perlu menggunakan
bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh tingkat perkembangan kognitif
mereka, serta menciptakan suasana yang aman secara psikologis sehingga siswa
tidak merasa takut atau terintimidasi untuk berbicara di hadapan orang dewasa.
Dalam forum yang melibatkan orang tua dengan latar belakang sosial, ekonomi,
dan tingkat pendidikan yang beragam, fasilitator perlu memiliki kepekaan terhadap
perbedaan budaya, norma komunikasi, serta tingkat literasi yang bervariasi antar
peserta. Forum deliberatif yang difasilitasi dengan baik dapat mengubah perbedaan
pendapat yang pada awalnya terlihat sebagai konflik yang mengancam menjadi
sumber kekayaan pemikiran yang justru memperkaya kualitas keputusan akhir.
Proses fasilitasi yang dijalankan secara netral dan profesional akan membangun
kepercayaan peserta bahwa forum tersebut benar benar dimaksudkan untuk
mencapai keputusan bersama melalui musyawarah yang tulus, bukan sekadar
formalitas prosedural untuk melegitimasi keputusan yang sudah ditetapkan
sebelumnya oleh pihak manajemen. Sekolah perlu mengalokasikan sumber daya
yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun waktu, untuk melatih
fasilitator internal yang berasal dari kalangan guru atau staf yang memiliki minat
dan bakat di bidang ini, atau apabila diperlukan, sekolah dapat mendatangkan
fasilitator eksternal yang sudah memiliki pengalaman dan reputasi dalam
memfasilitasi forum deliberatif di lingkungan pendidikan.

Persiapan yang sistematis dan matang sebelum pelaksanaan forum
deliberatif memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pelaksanaan forum itu
sendiri, karena kualitas diskusi sangat ditentukan oleh sejauh mana peserta
memahami isu yang akan dibahas sebelum mereka memasuki ruang forum
(Himmelroos, 2020). Peserta forum, baik yang berasal dari kalangan guru, staf,
orang tua, maupun siswa, perlu diberikan informasi yang memadai dan relevan
mengenai topik yang akan dibahas, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi
pemikiran yang berarti dan tidak hanya datang sebagai pendengar pasif. Informasi
yang disampaikan dalam tahap pra forum harus dikemas dalam bahasa yang
mudah dipahami oleh masing masing kelompok peserta, dan tersedia dalam
berbagai format yang dapat diakses oleh semua pihak sesuai dengan preferensi dan
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keterbatasan yang dimiliki. Untuk kelompok siswa, penyelenggara forum mungkin
perlu menyediakan penjelasan dengan ilustrasi atau contoh konkret yang relevan
dengan pengalaman sehari hari mereka, sehingga konsep abstrak dapat dipahami
dengan lebih baik. Untuk orang tua yang memiliki keterbatasan waktu karena
tuntutan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga, sekolah perlu menyediakan
ringkasan eksekutif yang singkat, padat, dan berisi poin poin kunci tanpa
mengurangi substansi penting. Untuk guru dan staf yang memerlukan pemahaman
lebih mendalam untuk mendukung analisis mereka, sekolah perlu menyediakan
data yang lebih rinci, termasuk dokumen pendukung, hasil penelitian, atau kajian
literatur yang relevan. Waktu yang cukup sebelum pelaksanaan forum perlu
diberikan agar peserta memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang
diberikan, melakukan diskusi informal dengan sesama peserta jika diperlukan, dan
mempersiapkan diri untuk menyampaikan pandangan secara terstruktur. Sekolah
juga perlu menyediakan saluran komunikasi, misalnya alamat surat elektronik atau
nomor telepon petugas, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan klarifikasi
sebelum forum berlangsung, sehingga ketika forum dimulai, peserta sudah
memiliki pemahaman dasar yang sama. Persiapan yang matang akan
meningkatkan kualitas diskusi secara signifikan karena peserta datang dengan
pemahaman yang setara mengenai isu yang akan dibahas, sehingga waktu forum
tidak terbuang untuk menjelaskan hal hal dasar yang seharusnya sudah dipelajari
sebelumnya. Sebaliknya, forum yang dilaksanakan tanpa persiapan yang memadai
cenderung tidak efisien karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk
memberikan penjelasan awal, mengoreksi kesalahpahaman, dan menyamakan
persepsi yang seharusnya sudah dilakukan sebelum forum dimulai. Sekolah yang
serius menerapkan model pengambilan keputusan deliberatif akan
menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup besar untuk
memastikan bahwa setiap forum dimulai dengan pondasi pemahaman yang sama
dan solid di antara semua peserta, karena mereka menyadari bahwa kualitas
keputusan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas persiapan yang
dilakukan sebelumnya.

Mekanisme voting dalam pengambilan keputusan partisipatif perlu
dirancang dengan mempertimbangkan jenis keputusan yang akan diambil, di mana
keputusan tersebut akan diterapkan. Voting sederhana dengan suara terbanyak
cocok untuk keputusan yang bersifat operasional dan memiliki dampak yang
terbatas (Coulibaly et al., 2019). Perlu disadari bahwa perbedaan akses terhadap
pendidikan di berbagai wilayah masih menjadi tantangan besar yang
mempengaruhi kesiapan individu dalam berpartisipasi (Rojak & Khayru, 2022).
Voting dengan ambang batas supermajority seperti dua pertiga suara lebih tepat
untuk keputusan yang bersifat strategis dan memiliki dampak jangka panjang.
Bobot suara yang berbeda dapat dipertimbangkan untuk keputusan tertentu di
mana pengalaman dan keahlian menjadi faktor penting. Namun pemberian bobot
suara yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak prinsip
kesetaraan yang menjadi fondasi model demokratis. Selain itu, pandangan buruk
atau stereotipe sosial di masyarakat sering kali menjadi penghambat terciptanya
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kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan (Sajjapong et al., 2022).
Transparansi tentang bagaimana suara dihitung dan bagaimana hasil voting akan
ditindaklanjuti menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan terhadap
sistem voting. Proses voting perlu didokumentasikan dengan baik sehingga dapat
dipertanggungjawabkan jika terjadi pertanyaan di kemudian hari. Sekolah juga
perlu memiliki mekanisme untuk menangani situasi di mana hasil voting sangat
tipis perbedaannya untuk menghindari perpecahan dalam komunitas. Voting yang
dirancang dengan baik akan menjadi instrumen yang efisien untuk menyelesaikan
perbedaan pendapat yang tidak dapat diatasi melalui deliberasi. Sekolah yang
menggunakan voting sebagai pelengkap deliberasi, bukan penggantinya, akan
mempertahankan kualitas keputusan yang dihasilkan.

Pembatasan wewenang dalam model pengambilan keputusan partisipatif
memerlukan pemetaan yang cermat terhadap berbagai jenis keputusan berdasarkan
tingkat kepentingan dan urgensi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik
melalui pembagian beban kerja yang jelas akan sangat membantu kelancaran
operasional organisasi (Putra & Darmawan, 2026). Keputusan yang terkait dengan
visi, misi, nilai, dan kebijakan fundamental sekolah sebaiknya menjadi kewenangan
dewan kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Elahi &
Hussein, 2015). Penerapan manajemen berbasis nilai juga sangat penting untuk
menyatukan pandangan di tengah perbedaan latar belakang budaya yang ada
(Hariani & Mardikaningsih, 2021). Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan
operasional sehari-hari dapat didelegasikan kepada unit atau individu yang
memiliki tanggung jawab langsung. Keputusan yang memerlukan kecepatan dalam
situasi darurat perlu dilimpahkan kepada pimpinan sekolah dengan mekanisme
pertanggungjawaban setelahnya. Pemetaan ini perlu didokumentasikan dalam
bentuk pedoman yang jelas sehingga semua pihak memahami ruang lingkup
kewenangan masing-masing. Pedoman tersebut juga perlu mencakup mekanisme
untuk meninjau kembali pembatasan wewenang secara berkala karena kebutuhan
organisasi dapat berubah seiring waktu. Sekolah perlu memastikan bahwa delegasi
wewenang tidak berarti penghindaran tanggung jawab dari pihak yang
mendelegasikan. Pimpinan sekolah tetap memiliki tanggung jawab akhir atas
keputusan yang diambil oleh pihak yang diberi wewenang. Pembatasan wewenang
yang jelas justru memberdayakan semua pihak karena mereka memahami dengan
pasti apa yang menjadi kewenangan mereka. Sekolah yang tidak memiliki kejelasan
tentang batas wewenang akan mengalami kebingungan dan konflik internal yang
menghambat efektivitas organisasi.

Pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan memerlukan pendekatan
yang mempertimbangkan tahap perkembangan mereka (Perry-Hazan & Somech,
2021). Penggabungan berbagai teori belajar dalam pendidikan modern dapat
membantu guru memahami kebutuhan unik setiap siswa secara lebih mendalam
(Kurniawan & Darmawan, 2024). Siswa pada jenjang sekolah dasar memiliki
kapasitas yang berbeda dengan siswa sekolah menengah dalam memahami isu
kompleks dan konsekuensi jangka panjang. Sekolah perlu merancang tingkat
partisipasi yang sesuai dengan usia dan kematangan siswa. Berbagai metode
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pembelajaran dan variasi penerapannya di kelas juga memiliki pengaruh yang besar
terhadap ketertarikan siswa dalam belajar (Mardikaningsih, 2014). Siswa yang lebih
muda dapat dilibatkan dalam keputusan yang berkaitan langsung dengan
keseharian mereka seperti aturan kelas atau kegiatan bermain. Siswa yang lebih tua
dapat dilibatkan dalam keputusan yang lebih kompleks seperti kebijakan penilaian
atau pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan sosial yang baik akan
membantu siswa memiliki kesadaran global yang penting di masa depan (Hariani
& Mardikaningsih, 2022). Sekolah juga perlu menyediakan pelatihan keterampilan
partisipasi bagi siswa agar mereka dapat berkontribusi secara efektif. Keterampilan
yang perlu dilatih mencakup kemampuan menyampaikan pendapat secara
terstruktur, mendengarkan dengan saksama, dan bekerja sama dalam tim. Pelibatan
siswa dalam pengambilan keputusan bukan hanya memberikan hak kepada mereka
tetapi juga melatih tanggung jawab yang menyertai hak tersebut. Sekolah yang
berhasil melibatkan siswa akan menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran
tentang peran mereka sebagai warga negara yang aktif. Pengalaman berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan di sekolah akan menjadi bekal berharga bagi siswa
ketika mereka terjun ke masyarakat yang lebih luas.

Pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan memerlukan strategi
yang mengakomodasi keberagaman latar belakang dan ketersediaan waktu. Modal
sosial yang dimiliki oleh keluarga memiliki peran penting dalam mendukung
manajemen kualitas di lingkungan sekolah (Seran & Ismail, 2025). Orang tua
memiliki tanggung jawab pekerjaan dan keluarga yang membatasi waktu yang
dapat mereka luangkan untuk kegiatan sekolah. Forum yang diselenggarakan pada
jam kerja akan sulit dihadiri oleh orang tua yang bekerja. Sekolah perlu
menyediakan berbagai pilihan waktu pertemuan termasuk di luar jam kerja untuk
mengakomodasi ketersediaan orang tua yang beragam (LaRocque et al., 2011).
Pendidikan non-formal di tengah masyarakat juga dapat menjadi jalan untuk
menciptakan kemajuan sosial yang lebih inklusif bagi semua pihak (Warin, 2022).
Partisipasi orang tua juga dapat difasilitasi melalui mekanisme daring yang
memungkinkan mereka memberikan masukan tanpa harus hadir secara fisik.
Namun mekanisme daring perlu dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas
bagi orang tua yang mungkin tidak familiar dengan teknologi. Sekolah juga perlu
mempertimbangkan hambatan bahasa bagi orang tua yang tidak fasih berbahasa
Indonesia. Penyediaan penerjemah atau materi dalam berbagai bahasa dapat
menjadi langkah inklusif yang penting. Pelibatan orang tua tidak boleh hanya
terbatas pada mereka yang memiliki waktu luang dan kemampuan berbicara di
depan umum. Sekolah perlu secara aktif menjangkau orang tua yang cenderung
diam dan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbicara.
Keberagaman perspektif orang tua akan memperkaya kualitas keputusan yang
dihasilkan.

Pelibatan guru dan staf dalam pengambilan keputusan memerlukan
pergeseran budaya dari pendekatan instruksional menuju pendekatan kolaboratif.
Budaya belajar dalam organisasi dan keleluasaan dalam bekerja dapat membantu
meningkatkan kekuatan mental para staf di perguruan tinggi (Hariani &
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Mardikaningsih, 2026). Guru yang terbiasa menerima instruksi dari pimpinan
mungkin merasa canggung ketika diminta memberikan pendapat. Budaya yang
terbentuk dalam waktu lama tidak mudah berubah dalam waktu singkat (Inandi &
Gilig, 2016). Guru baru yang baru memasuki dunia kerja juga memerlukan kesiapan
mental dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan profesi pendidikan (Liwak
et al., 2023). Sekolah perlu menciptakan pengalaman awal yang positif bagi guru
dan staf dalam berpartisipasi. Forum yang menghasilkan keputusan nyata yang
kemudian diterapkan akan membangun kepercayaan bahwa partisipasi mereka
bermakna. Sebaliknya, forum yang hanya menjadi ajang berbicara tanpa tindak
lanjut akan membuat guru dan staf merasa waktu mereka terbuang percuma. Guru
dan staf juga perlu diberikan pelatihan tentang bagaimana berkontribusi secara
efektif dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Keterampilan yang diperlukan mencakup kemampuan menyampaikan gagasan
secara ringkas dan menerima kritik dengan lapang dada. Sekolah perlu mengakui
bahwa guru dan staf memiliki pengetahuan praktis yang sangat berharga yang
tidak dimiliki oleh pimpinan sekolah. Keputusan yang mengabaikan masukan dari
mereka yang menjalankan kebijakan di lapangan berisiko gagal dalam
implementasi. Sekolah yang berhasil melibatkan guru dan staf akan mendapatkan
keputusan yang lebih baik dan implementasi yang lebih lancar.

Peran pimpinan sekolah dalam model pengambilan keputusan partisipatif
bergeser dari pengambil keputusan tunggal menjadi fasilitator dan penjaga proses.
Kepala sekolah perlu memiliki kesediaan untuk berbagi kewenangan yang
sebelumnya terpusat (Ahmad, 2014). Kepemimpinan yang melayani atau servant
leadership juga terbukti memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan
hasil kerja para guru di sekolah (Darmawan, 2024). Seorang pemimpin perlu
memahami proses pemberian makna dalam kepemimpinannya agar tercipta
budaya psikologis yang sehat di dalam organisasi (Irfan & Rojak, 2025). Strategi
kepemimpinan yang tepat dari seorang kepala sekolah menjadi kunci utama dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Ismaya et al., 2023).
Pergeseran ini memerlukan kepercayaan bahwa proses partisipatif yang dirancang
dengan baik akan menghasilkan keputusan yang tidak kalah berkualitas
dibandingkan keputusan yang diambil sendiri. Kepala sekolah juga perlu memiliki
kesabaran karena proses partisipatif memerlukan waktu yang lebih panjang
dibandingkan pengambilan keputusan sepihak. Hubungan antara kepemimpinan
kepala sekolah dan motivasi kerja guru sangat berpengaruh terhadap performa
pengajaran di lingkungan sekolah (Rahmawati & Darmawan, 2024). Peran kepala
sekolah dalam memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui proses
partisipatif benar-benar diterapkan menjadi sangat penting. Ketika keputusan yang
dihasilkan melalui musyawarah diabaikan, kepercayaan terhadap proses akan
hancur. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua
suara didengar secara setara, terutama suara dari pihak yang mungkin kurang
percaya diri. Gaya kepemimpinan juga memainkan peran penting dalam
membangun budaya disiplin di lembaga pendidikan guna menghadapi perubahan
zaman dan teknologi (Al Laisty et al., 2024). Dalam situasi tertentu, kepala sekolah
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mungkin perlu menggunakan hak veto untuk menjaga kepentingan jangka panjang
institusi. Namun penggunaan hak veto harus dilakukan secara transparan dengan
penjelasan yang jelas tentang alasannya. Kepala sekolah yang berhasil menjalankan
peran barunya akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat karena keputusan
yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, bukan keputusan pribadi.

Mekanisme umpan balik dan evaluasi terhadap proses pengambilan
keputusan perlu dirancang untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Peserta
forum perlu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana proses
berlangsung dan memberikan saran perbaikan (Huang, 2025). Pendidikan
multidisiplin sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan sosial dan
kecerdasan anak sejak dini (Hariani et al., 2021). Evaluasi dapat dilakukan melalui
survei singkat setelah forum atau melalui diskusi refleksi di akhir pertemuan.
Aspek yang dievaluasi mencakup kualitas fasilitasi, kecukupan waktu,
kelengkapan informasi, dan kesetaraan partisipasi. Hasil evaluasi perlu
ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata pada forum berikutnya. Sekolah yang tidak
melakukan evaluasi berisiko mengulang kesalahan yang sama dari waktu ke waktu.
Kesadaran masyarakat terhadap perubahan perilaku yang lebih baik dapat
didorong melalui pendidikan dan informasi yang jelas (Gautama &
Mardikaningsih, 2022). Dokumentasi terhadap proses dan hasil pengambilan
keputusan juga menjadi bagian penting dari sistem umpan balik. Dokumentasi
yang baik memungkinkan sekolah untuk melacak keputusan apa yang telah
diambil dan bagaimana dampaknya. Sekolah juga dapat melakukan evaluasi
berkala terhadap implementasi keputusan untuk menilai apakah keputusan yang
diambil benar-benar efektif. Siklus perbaikan yang berkelanjutan ini akan
meningkatkan kualitas proses dan hasil pengambilan keputusan dari waktu ke
waktu. Sekolah yang memiliki budaya evaluasi akan terus belajar dan berkembang
dalam menerapkan model partisipatif.

Penanganan konflik yang mungkin timbul dalam proses pengambilan
keputusan partisipatif memerlukan prosedur yang jelas dan diterapkan secara
konsisten. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diharapkan
dalam forum yang sehat (Chen, 2021). Prinsip etika dan tanggung jawab tetap harus
diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun menggunakan
bantuan teknologi modern (Gani & Darmawan, 2022). Namun perbedaan pendapat
dapat berubah menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sekolah perlu
memiliki protokol tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika konflik
muncul. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua pihak merasa
didengar dan dipahami. Mediasi oleh pihak netral dapat membantu ketika diskusi
langsung tidak lagi produktif. Dalam situasi di mana konflik tidak dapat
diselesaikan dalam forum, mekanisme untuk mengangkat isu ke tingkat yang lebih
tinggi perlu tersedia. Perubahan peran gender di masyarakat modern saat ini juga
memberikan dinamika tersendiri dalam dunia pendidikan (Sudahri et al., 2024).
Sekolah juga perlu membedakan antara konflik substantif yang berkaitan dengan
isu yang dibahas dengan konflik personal yang melibatkan hubungan antar
individu. Konflik substantif dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga jika
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dikelola dengan baik. Konflik personal memerlukan pendekatan yang berbeda yang
mungkin melibatkan pembicaraan terpisah dengan pihak yang berselisih. Sekolah
yang memiliki prosedur penanganan konflik yang jelas akan mengurangi risiko
bahwa proses partisipatif justru menjadi sumber perpecahan. Prosedur yang
konsisten juga memberikan kepastian bagi semua pihak tentang apa yang akan
terjadi jika konflik tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Keseimbangan antara inklusivitas dan efektivitas dalam pengambilan
keputusan partisipatif memerlukan perancangan yang cermat terhadap berbagai
mekanisme yang saling melengkapi (Gomez et al., 2013). Forum deliberatif yang
memakan waktu panjang perlu diimbangi dengan mekanisme delegasi untuk
keputusan yang bersifat rutin. Voting yang efisien perlu dilengkapi dengan
persyaratan kuorum untuk memastikan legitimasi keputusan. Pembatasan
wewenang yang jelas perlu diimbangi dengan mekanisme banding bagi pihak yang
merasa keputusan tidak adil. Sekolah juga perlu mempertimbangkan penggunaan
mekanisme konsultasi yang lebih sederhana untuk isu-isu yang tidak memerlukan
pengambilan keputusan formal. Konsultasi dapat dilakukan melalui survei, kotak
saran, atau pertemuan singkat tanpa perlu melalui proses deliberasi yang panjang.
Penerapan mekanisme yang berbeda untuk jenis keputusan yang berbeda
memungkinkan sekolah untuk tetap responsif tanpa mengorbankan inklusivitas.
Sekolah perlu secara berkala meninjau efektivitas berbagai mekanisme yang
digunakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keseimbangan antara
inklusivitas dan efektivitas bukanlah titik tetap yang dapat dicapai sekali dan
selamanya, melainkan keseimbangan dinamis yang perlu terus dijaga. Sekolah yang
mampu menjaga keseimbangan ini akan memiliki proses pengambilan keputusan
yang inklusif tanpa menjadi lamban dan tidak efisien.

Pengembangan kapasitas seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting
(Nthontho, 2017). Kapasitas yang dimaksud mencakup pengetahuan tentang
struktur dan mekanisme yang ada, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta
sikap yang menghargai perbedaan. Pelatihan yang diberikan perlu disesuaikan
dengan peran masing-masing kelompok. Siswa mungkin memerlukan pelatihan
tentang bagaimana menyampaikan pendapat dengan cara yang efektif dan
bagaimana bekerja sama dalam tim. Guru mungkin memerlukan pelatihan tentang
fasilitasi dan manajemen konflik. Orang tua mungkin memerlukan penjelasan
tentang bagaimana sistem pengambilan keputusan bekerja dan bagaimana mereka
dapat terlibat. Staf administrasi mungkin memerlukan pelatihan tentang
dokumentasi dan pengelolaan informasi. Pelatihan sebaiknya diberikan secara
berkelanjutan, bukan hanya pada awal penerapan model. Sekolah dapat
memanfaatkan pengalaman nyata dalam forum sebagai bahan pembelajaran bagi
peserta. Refleksi setelah setiap forum dapat menjadi kesempatan untuk belajar
bersama tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Sekolah
yang berinvestasi dalam pengembangan kapasitas akan memiliki komunitas yang
semakin terampil dalam berpartisipasi seiring berjalannya waktu. Kemampuan
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untuk berpartisipasi secara efektif bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan
yang dapat dipelajari dan dikembangkan.

Dokumentasi dan transparansi menjadi fondasi penting bagi legitimasi
proses pengambilan keputusan partisipatif. Semua keputusan yang dihasilkan
perlu didokumentasikan secara jelas termasuk alasan yang mendasari keputusan
tersebut (Carrick et al., 2022). Dokumentasi perlu mencakup informasi tentang siapa
yang terlibat dalam proses, bagaimana diskusi berlangsung, dan bagaimana
keputusan akhir dicapai. Dokumentasi yang baik memungkinkan akuntabilitas
karena semua pihak dapat melacak bagaimana suatu keputusan dihasilkan.
Dokumentasi juga menjadi sumber belajar bagi forum-forum berikutnya yang
mungkin menghadapi isu serupa. Sekolah perlu menyediakan akses bagi seluruh
warga sekolah untuk melihat dokumentasi keputusan. Transparansi membangun
kepercayaan bahwa proses yang berlangsung adil dan tidak dimanipulasi untuk
kepentingan kelompok tertentu. Sekolah perlu memiliki kebijakan tentang berapa
lama dokumentasi disimpan dan bagaimana cara mengaksesnya. Dokumentasi
yang tidak terkelola dengan baik akan sulit ditemukan ketika dibutuhkan. Sekolah
dapat memanfaatkan teknologi untuk mengelola dokumentasi secara lebih efisien
dan memudahkan akses. Transparansi yang didukung oleh dokumentasi yang baik
akan memperkuat legitimasi model pengambilan keputusan partisipatif di mata
seluruh warga sekolah.

Keberlanjutan model pengambilan keputusan partisipatif memerlukan
perhatian terhadap regenerasi kepemimpinan dan kaderisasi fasilitator. Kepala
sekolah yang menjadi penggerak awal mungkin akan berganti setelah beberapa
tahun. Guru yang menjadi fasilitator andal mungkin dipindahtugaskan ke sekolah
lain. Orang tua yang aktif dalam forum mungkin akan pindah ketika anak mereka
lulus. Sekolah perlu memiliki rencana untuk memastikan bahwa pengetahuan dan
keterampilan yang telah dibangun tidak hilang ketika terjadi pergantian personel.
Dokumentasi yang baik menjadi salah satu bentuk keberlanjutan karena
pengetahuan dapat diwariskan melalui tulisan. Kaderisasi fasilitator perlu
dilakukan secara sistematis dengan melibatkan generasi berikutnya dalam proses
pembelajaran. Sekolah juga perlu membangun budaya partisipasi yang tidak
tergantung pada individu tertentu. Ketika partisipasi telah menjadi bagian dari
budaya, mekanisme yang ada akan terus berjalan meskipun ada pergantian
personel. Sekolah yang tidak memikirkan keberlanjutan akan mengalami
kemunduran ketika tokoh kunci tidak lagi berada di institusi. Investasi dalam
sistem dan budaya akan memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan
investasi yang hanya mengandalkan individu tertentu.

SIMPULAN

Pengambilan keputusan partisipatif dalam model sekolah demokratis
memerlukan sistem terpadu yang mencakup perancangan struktur organisasi yang
jelas, pengelolaan forum deliberatif dengan fasilitasi yang kompeten, penerapan
mekanisme voting yang tepat, serta penetapan pembatasan wewenang yang
menjaga efektivitas organisasi. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh komitmen
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pimpinan sekolah untuk berbagi kewenangan, pengembangan kapasitas seluruh
warga sekolah untuk berpartisipasi secara efektif, serta keberlanjutan melalui
dokumentasi dan kaderisasi. Keseimbangan antara inklusivitas dan efektivitas
bukanlah titik tetap yang dapat dicapai sekali, melainkan keseimbangan dinamis
yang perlu terus dijaga melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sekolah yang
berhasil menerapkan model ini akan menghasilkan keputusan yang lebih
berkualitas karena mempertimbangkan beragam perspektif sekaligus membangun
kapasitas warga sekolah sebagai warga negara yang demokratis.

Implikasi dari temuan ini bagi praktik manajemen pendidikan adalah
perlunya institusi sekolah untuk merancang struktur dan mekanisme pengambilan
keputusan partisipatif secara sistematis sebelum mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk terlibat. Saran yang dapat diberikan adalah agar sekolah mulai
melakukan pemetaan terhadap jenis-jenis keputusan yang selama ini diambil dan
menentukan mekanisme yang paling sesuai untuk setiap jenis keputusan.
Pembentukan dewan kebijakan yang terdiri atas perwakilan seimbang dari siswa,
guru, orang tua, staf, dan pimpinan sekolah dapat menjadi langkah awal yang
strategis. Sekolah juga disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan fasilitasi bagi
guru dan staf yang akan terlibat dalam pengelolaan forum deliberatif.
Pengembangan sistem dokumentasi dan transparansi perlu dilakukan untuk
membangun legitimasi proses. Sekolah juga perlu menyusun rencana keberlanjutan
yang mempertimbangkan regenerasi kepemimpinan dan kaderisasi fasilitator.
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